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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG ' ~ ~
DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Ki. Kemas Umar No. 84 - 22 llir Palembang 30131 Telp. (0711) 364115 Fax, (0711) 364115

Palembang, /A: April 2006

7 -
Nomor : /0d7 /DPMD/2006 Kepada.
.ampiran : | (satu} berkas Yth. Pimpinan P'I. Excelcomindo
Perihal : Pemberitahuan Kewajiban Pratama , T'bk
Retribusi Izin Gangguan, JL Mega Kuningan Lot L4-7 No. |
. di —
JAKARTA

. Schubungan dengan  hasil  penclitian  dilapangan  bhahwa  kewajiban
P1. Exceicomindo Pratama,Thk untuk penyclesaian Retribusi Izin Gangguan
‘Tower di J1.Karyn Jaya Palembang , dengan perincinn yang harus dibayar sebagai

berikut ;
I. Retribusi IGB Tower 1/3 x 15 x 15 x 50 x Rp.5.000,-
x2x /5 =Rp. 56.250.000,-

. = Rp. 25.000.-
Jumliah = Rp. 56.275.000,-

(Lima Puluh [nam Juta Dua Ratus Twjuh Pufuh Lima Ribu Rupiah)

2, Plat Nomaor

Retribusi tersebut disctorkan langsung mclalut Bank Sumsel Cabang
Kolonel Atmo Palembang Nomor Rek- ning 1503010260 atau Bendahara
Khusus Penerima Dinas Penanaman Modal Daerah Kota Palembang JI. Ku.

Kemas Umar No. 84 Palembang.
Demikian atas perhatian dun keijasama yang baik diucapkan teenma kasin,
KEPALA DINAS

A TERANAMAN MODAL DAERAH
TA PALEMBANG

Tembusan disampaikan kepada Yth, : _
1. Walikota Palembang (sebagai laporan). -~
2. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang,.
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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANQG
FEMBINAAN DAN RIETRIBUSE TZIN TEMPAT USATTA

DENGAN RALMAT TUHAN YANG MAMHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa pengatriran fempat usaha yang ditetapkan berdasarkan Peraiuran Daciah

Kotamadya Dacrah Tingkat 1 Palembang Nomor 3 Tahun ;045 g
Pemberian [zin Tempat Usaba dan Peraturan Daerad Kotmmadya
Tingkat H Palembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retrtbusi [zin Ge-a7uan
sudali tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

“Mae.ah

baliwa schubungan dengan hurul a, guna mengoptimalkan pembinaan tc:had i
penyelenggaraan tempat usaha, peirlu meninjau Peraturan Daerah Kot =ad v
Daerah Tingkat 11 Palembing Nomor 3 ‘fahun 1995 dan Pernturan aerah
Rotwemadya Duerah Tingkat 1 Palembang. Nomor 19 Tahun 1998 oo

[
disempurnonkan;

vey -
cadie ol

buhwa antuk memenulii maksud lersebul, perlu dintuer dan ditetapian
Peraturan Dacrah Kot Patembang.

Undang_Undang Gangguan (Hinder Ordonnantic) SIb1 Tahun 1926 Notr. - - BN
divbah dan ditamibah dengan Stb! Tahan 1940 Nomor 14 cdan Nomar 50,
Undang-Undang Nomor 28 Tahon 1959 lentang Pembentukinr Daciah 1 5.
I dan Kotapeaja di Sumatera Schan (Lembacan Negara R Tahun 1639 Mgy

LI NRY

75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821):
Undasg-Undang  Momor 8 Tahun 108 tentange Hukom Acarn & odon
(Lembaran Negava RE Tahun 1981 Nonwor 76, Tambahan Lembae RN

Nomaor 3209):
Undang-Undang Naomor 18 Tahun 1997 1enfang P
Dacrah (Lembaran: Negarn 1 Tabua 1997 Nomor 41, Tambahan Lemane,

Negarn Nomeor 3689):

Undang-Undang, Nenor 3
Undang Nemar T8 Tahan 1997 entangy Pajale Dacsall dan Reteibisi Decral
(Lembaran Nepara RE Talun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaan Nueann
Namior 4048);
Undang-Unilang. Nomaor 10 Tabun 2004 tentang, Pembentukan Peraturar
Perurdang-undangm (Lembaran Negara R Tahun 2004 Nomor 53, Tambahar,

P T o TV
zl_}nl"\ Dueral din Ra RIVEN

Falwin: 2000 1entang Perababig st Hidongp

Fembaran Negora Nomear 4389);
Uhidang-Uindangs Nomor 12 “Falum 20004 tentings Pemerintzhan Dacral

{Lembirno Nepoea R-EPolon 2004 Nomor 125, Tambahan Luembanan Negar
Nomor 4137y

Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuongah Tt
Pemerintah Pusac dnn Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara REU Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembinan Negara Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 “Fahun 1983 tentang Pernturan Pelaksianna
Undang-undang Nomaor B Fabun 1981 tentang Hukum Acars Piduni (1embaran
Negara Nomor 36 1ahan 1983, Fambahan Lembaran Negari. Nomor J258):
Peratuean Pemerintah Nomor 66 “T'ahiun 200 wntang  Retribust Daerah
(Lembaran Negara RE Tahun 20001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4139):
Peraturan Dacrah Kot Palembang Nomor 22 Tahun 2000 enlang Kewenanan

o YN

Pemerintah Kota Palembane (Lembarn Daceah Kota Palembearns a0
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Peraturan Diaerith Kota Palembang Momor 2 ‘I'nhun 2001 tentang Pembentukan,
eduduknn, Tugas Pokok, Fungsi don Struktur Organisasi Dinat Dacrdh

(Lembiran Diterah Kol Palembang Tahun 2001 Nomer 3);
Peraturan Daernh Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemsinaan
dan Petribugi Perizinan Nangunan {Lembaran Docrab Kot Puleibong Talur

2004 Nomor 29);
Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 15 Taiun 2004 tentang Pedoman dan

Pembingan Opeeasionul Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daera K
Palembang Tahun 2004 Nomor 3.

Dengan Perselujuan Bersama
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANC
[Dan

WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN:

RATURAN DAERAIL KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN

DAN iGICTRIBUSE IZIN TEMPAT USATIA

BADL 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Ceraturany Dacrah inryang Jdimaksud dengan

© mempunysi hok atan kewenangan antu

Das=rah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalaly Pemerintal Kota Palembang.
walikotn ndaluh Widikotn Pulembang

Wakil Wallknla adalah Wakil Walikota Palenibang,
Sekretaris Pnerah adalaly Sckretaris Dueral Kotu Palembang.

Dinas  Pensparaan Moda! Daeih adaluh Dinas Penanaman Mol D Kota

Palembang.
Kepala Dinas wlalih Kepala Dinns Penanzman Moda! Dacrah Kota Palembarg.
Ruden adalul suaty hentuk badan usahu melipuli Perseronn Verbatas, Perseroan
lninnys, Badan Usaba Milik Negarn atan Daeraly dengan nuna dan dalam
bentuk apapun. Perschutuiu, Perkumpulan, Finna, Kongsi. Koperust, Yayosan
fltn Qrganisusi yang sejenis, Lembagi Dang Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha

lainnya.

Inslansi alau pejabat yang  berwenang adalalt instapsi atau pejabat yang

k mengambil tindakau/kebijakan datam

had pemberian izin empal nsaha,
Pognbat wdalan pegnvi yang, b
sesuni Jdenpan puratunan perandang - andangan ying berlakie.

Petugas adalah pegawai Dinas Penanmin Modid Dagcrah yang dilinmjuke dan
dilenggkapi dengan Sural Tugas yang ditandatangani ojch Kepala Dinas.

Tempal usabia adalah (empat—tempat untuk melakukan kegiatar, usaha den
Fusilitas yan menunjang tenpat keplatan usaha tersebut, seear: eragur .d;lhm
suatu bidang usaba fertentu dengan maksud mencari keuntungan.

[zin tempat usaha adalah izin yang dipcilukan untuk  menyclenggarakan
kepiatan tempat ugaha yang lidak menimbulkan bahaya kerusukan, gangpust
dan peneemirin lapkungan dadam acrah.
fzin tenapu ustha berdasarkan  Unding Unding Canppauni (1Tinder
Ordannantic) adalah lzin yang diperiuknn untuk mendirikan atou meaggunakan
tempat usalue yang, kepiatannys herdasarkan Pasal | ayat (1) UI'I(!HH.[:‘: - Undang
Cimppann (1 Hader Ordonnaniie bl Tahun 1926 Nomor 226 o Tahun 1940

Noter 11 edann 4560,

d tupnes tertento dibidang petrilusi daernh
2
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- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapal disingkat STRD

cria izin tempat usaha kepada orang atau badan i

Izin Gangguon udaial pemb
an. tidah:

lokasi terlentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan ganggu
termasuk usahn yang Jokasinya (clah ditunjuk olch Pemerintah Pusar awn
Pemerintah Kol

Izin Gangguan Ringan adaloh izin yang diperlukan untuk mendirikan atou
menggunakan  lempal usaha yang diadakan dalom Kota Paleinbang yory
kepiatannya berdasarkan Pasal | ayat (XX) Undang - Undany Gangguas
( Fiinder Ordonnantic ) Sthl, " Taluny 1926 Nomor 226 telah diubah don ditembel
Sthl, Tohun 1940 Nomaor T4 dan Nomor A450.

lrin Gongguan et adalah izin yaog diperlukan  mendirkan
menggunakan fempal wanha ying keglatannya berdasarkan Pasal | oavat
Undang - tmdang Ganpgoan { [ linder Ordonnantic ) Sthl, Tahun 19206 o
226 1cial diubah dan ditambah Stbl, Tabun 1940 Nomor 14 don Nomor 4590,
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang antuk  dapa:
meagirap/isticahal, memperolch pelayanan dan ato fosilites lainnya dengen
dipungut bayaran, termasuk  bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan
dimiliki oleh ihak vang sama, keenali untuk pertokean dan perkattoran.
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UIKL) dan Upayn Pemantanans
Lingkungan (UPL) adalal dokumen dibidang kajian lingkungan hidup vees
dikeluarkan oleh Badan Pengendatian Dampak  Lingkungan Dacrnl: Kotz

SN

Palembang.
Indeks Lokasi yang selanjutnya disingkat 1L adadah mgha pengalion dari Tokas!

ying biasa.

Indekn Capgpuonn yung selajutnysa disingkar 1O adaluly angln peapabinn care
gailgguai yaig biasa,

Retribusi Perizinan Tertentu acdlalah Retribusi afas kegintan tertenia Pomerinle:
Kot dula rangka pemberian izio kepada orany atau badan yang dimaks stk
untule  pembannan, pengriuran, pengendalion dan pengawagan alas kegiatan
pannliatan ruang, penggnnaai sumber diyaalam, Baraig, prassrnn, e
atau Tasilites tertentu puna melindungi kepentingan  umum  dan menjaga
kelestarian lngkungan,

Retribusi izin tempat usaha dao izin empat usaha berdasarkan Undang~Uindang
Ganpguan (Flinder Qrdonnantic) yang sclanjutnya discbut Retribusi adalal,
biaya yang dipungut atas pemberian izin gangguan ringan at izin gangguan

berat yung, dilerbitkun ofeh walikola,

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang raenural peraturan

perundang - indungan reibusi diwajibkan untuk melnkukan pembuyarsi

retrilyai,

Mt Retitbust adalah gl pmgka wakto ternto yang reeipakun hates sakid
bagi wajib Retribusi dalam memuanfaatkan josa dan perizinan tertentu dari
Pemerinloh Kot

Surat Pemberituhuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah Surat
yang digunakon olel Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran Retribusi yang, tarutang, _
Surat Ketetapan Retribuxi o Daeridi, yang disingkal  SKIEY adalale Surad

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

ncdalah sural uniuk

melakukan taggihan retribusi dan atan sanksi administrasi berupa bunga atau
denda, -
Pondaltaran dan Pendataan adalah seranghaion kegintan untuk memperoleh

donintormasi serin penobasuluin - yony dilokukon vleh petugns reribusi
dengann cara penyinpinian SPRD kepada vajib retribust untuk ditgl secary
lenghap dan henar,

Perhitungan Retribusi Dacrih adalal rincion besarnya retribusi vang harus
dihayar oleit Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangtn
pembnyarin retribsi.  kelebihan  pembayuran retribust maopun sinksi
administrnsi serta Mot Nontor tzin Canggoan Beratatau lzin Gangguan Rinpan,
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St Ketetapan Retribusi Dacriah Lebib Rayar, yong disingkat SKRDLD adatah
goral keputusan  yung mencitiukan jumdah kelebihan pembayaran retribus
karcna jumlih angsuran reteibusi yang lebih besar daripada retribusi ya=g
terittang dan liduk scharusoyu terutang,

Pembayaran Retribusi Dacrah adalah besarnya kewajiban yang harus dipanchi
olch Wajib Retribusi sesuni dengan SKRIDY dan STRD ke Kas Dacrale aczu
ketempat Jain yang ditunjuk dengan batas wakiu yang telah ditentukan.

Surat Keputusan Reteibusi Dacrah Karang Dayar Tambahan, yang disiglat
SKRRDKIFT adedal Serat Keputasen yanp menentukian tambahan ates inmizh
retribusi yang, delah ditetapkan,

Kas Dacrah ilatah Kas Pemeringih Ko Palembiny,

cenyidik ndutah Popubat Pegowai Negert Sipil tertentu yong dibert weweni g
khusus oleh Undang-unding untuk melakukan penyidikan,

“Penyidikan Tindak Pidana di bidang pembinaan dan retribusi zin Temgat
Usahn adualsh scrangkaian tindekan yang dilakukan olehr Penyidik ani_x
mencari serta mengumpulkan’ bukti, dengan bukti itu membust terang find.
pidana di bidang pembinaan dao retribust Izin Tempat Usaha yang terjadi secma

menemukan tersangki.

BAB U
MAKSUD DAN TUITUAN
Pasal 2

Pembinaan perizinan wmpat usaha dimaksudkan sebagai urahan, pedoman g
pengawasan  bagi  penyelenggaraan fempat usahie agar o sesant o dong o

pertukannys.
Pasail 3

Tujuan pembinaan dan nengaturan penyclenpparaan tempat usaha adalah sebag:
upaya untuk meningkatkan pelayanan dibicang perizinan sehingga erwujudns -
keteraturan, kebersthion dan legalitng tempat kegintan usaha terscbut,

DAL I
PILRIZINAN
Pasal .l
Setinp orung alau bodan yang menyelenggarkan dan atan memperluas tempa:

usnha dun empat usaha  berdasarkan Undang-Undang  Gungguan  (Hinder
Ordonnantie) haruy mendapat izin dari Walikota.

Pasb 5
(1, Untuk mendupatkon izin tempat usaha dan izin tlempat usaha berdasarken
Undang Ueelang Ganggoan (Hinder Ordannantie) selugaimana dimuksud
Yasad A Perataran Dacral ini, Pamohon tevlebil dabuly hoeas mengnjuken
permohoni seeara tertulis kepada Wadikota melalul Dings fenangmgn
Moaodal Daceah,

(2 Syarat pengajuan permchonan izin tempat usahi sebagaimani domabiod
ayal (1) Pasal ini, adalab sebagai berikut

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

b. I’hoto copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum,

Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan,

Phote copy Dokwmen Hlpaya Penpelolaan Bimgkungan (LK) oo
Upaya Pemantaan Linpkungan (U1 apabila Jdiperlukan.

C.



